Pembangunan Manusia sebagai Hak Warga

Secara historis Indonesia menyediakan layanan
publik melalui struktur yang terpusat dan bersifat
dari atas ke bawah atau fop-down. Dalam era
demolkrasi dan desentralisasi pemerintah perlu
menggunakan pendekatan vang berbeda, tidak
hanya dengan memberikan lavanan publik secara
terdesentralisasi tetapi juga memberikan layvanan
vang benar-benar memenuhi hak-hak pembangunan
warga.

Penduduk Indonesia menyambut baik hak pilih mereka
dan kesempatan untuk membuat suara mereka dapat
diperhitungkan — seperti dapat kita saksikan dalam pemilu
1999 dan 2004, Namun mayoritas warga belum menikman
peningkatan standar hidup vang berami. Seperti dapat dilihat
dalam bab terdahulu, penduduk secara keselurnhan baru
meraih kembali tingkat pembangunan manusia yang sama
dengan pada tahun 1996, Penduduk Indonesia melihat bahwa
demokrasi telah menciptakan banyak pilihan baru, dan
membuat kehidupan publik menjadi lebih kompleks, tetap
demokrasi tampaknyva belum membawa perbaikan ekonomi
vang nyata.

Apakah masuk akal untuk menuntut demokrasi agar
memberikan lebih dan sekedar kebebasan? [tu tergantung
dart seberapa sempit kita mengartikan kebebasan. Masyvarakat
miskin di Indonesia memiliki beberapa saluran untuk
menyampaikan pandangan-pandangan mereka. Namun
mereka kekurangan kesempatan untuk mengembangkan
kapasitas mereka sampal sepenubinya. Pendidikan adalah
contoh yang jelas. Walzupun mayoritas anak dapat menikman
sekolah pada tingkat sekolah dasar, hanya kurang dan sepamh
vang benar-benar dapat menamatkan pendidikan dasar selama
sembilan tahun karena terhalang baik oleh kemiskinan
keluarga maupun minimnya kondisi di sekolah-sekolah. Anak-
anak Indonesia juga terhambat oleh buruknya gizi Sekitar
seperempat dari seluruh anak mengalami kekurangan giz dan
sebagai gkibatnya mereka ini tidak akan pemah dapat mencapai
potensi fisik dan mental mereka secara optimal. Jutaan anak
memulai kehidupan mereka dalam era kebebasan politik tetapi
dalam serba keterbatasan kesempatan sosial dan ekonomi

Pembangunan manusia sebenarnyz mencakup hal
vang lebih luas daripada ini. Pembangunan manusia meliput
juga perfuasan kebebasan dalam antinyz vang paling luas -
dengan memperluas pilihan-pilihan orang, tidak hanya untuk
memilih pemimpin-pemimpin politik tetapi juga wuntuk
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menikmati kehidupan yang penub dan sehat, dan untuk
memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk
mengembangkan kapasitas mereka. Oleh karena it demokras
di Indonesia tidak boleh dipandang sebagai wjuan akhir pada
dirinya sendiri tetapi lebih sebagai wahana yang akan
membawa negara ini ke dalam era baru vang memberikan
kesempatan-kesempatan bany Jika tidak begini ada bahaya
banvak orang akan kemudian merasa tertipu oleh demokrasi
dan kemudian berbalik mencari keamanan palsu yang
ditawarkan oleh pemerintahan otokrans,

Siapa vang dapat menjamin bahwa seluroh warga negara
Indonesia akan menikmati buah demokrasi dan
mengembangkan dif mereka sepenuh-penubnya ? Tanggung
Jawab ini harus dipikul bersama secara luas. Setiap orang
mempunyal peran yang harus dijalankan, baik sebaga
individu maupun dalam keluarga, atau di dalam masyarakat.
MNamun warga juga dapat meminta dukungan vang kuat dan
negara. Warga bahkan memang berhak untuk mendapat
dukungan semacam itu karena negara mempekerakan ribuan
pegawal negeri dan mengangkat nbuan wakil-wakil polink di
tingkat pusat dan daerah, vang harus bekerja untuk
kepentingan warga.

Hal ini kelihatan seperti suatu usulan baru - bahwa warga
negara Indonesia harus menuntut dari negara tidak hanya
hak-hak polink tetapi juga hak-hak sosial dan ekonomi. Namun
prinsip-prinsip dasarnya sama sekali tidak bara. Pemerintah-
pemerintah yang sebelumnya mungkin memang tidak terlalu
memberi perhatian pada hak-hak warga di dalam Indonesia
sendiri tetapi mereka telah menyatakan setuju akan hak-hak
ini di forum-forum internasional, Sebagai contohnya,
Indonesia telah meratifikasi baitk Konvensi Penghapusan
Sezala Diskriminasi Terhadap Perempuan { Convention on the
Elimination of all forms of Discrimination Against Women -
CEDRAW) dan Konvensi Hak-hak Anak {Convention on the
Rights of the Child - CRC). Dan pada tahun 1998, pemerintah
demaokratis yang barn menvetujui suat Rencana Aksi Nasional
mengenai Hak Asasi Manusia vang pada akhirnya akan
meratifikasi Perjanjian Internasional atas Hak-hak Sipil dan
Politk {International Covenant on Civil and Political Rights)
dan Perjanjizn Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial
dan Budava (International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights) Indonesia juga telah menyetujui tindakan
Perserikatan Bangsa-bangsa vang menyaukan hak-hak politk
dan hak-hak sosial dan ekonomi ke dalam keseluruhan *Hak
atas Pembangunan’ ~ vang disepakati dalam Konperensi
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Internasional Hak Asasi Manusia di Wina pada tahun 1993

Setelah menvatakan sangeup memikul kewajiban untuk
memenuhi hak atas pembangunan, apa vang harus dilakukan
pemerintah? Karena hak atas pembangunan mencakup juga,
misalkan saja, pernvataan bahwa negara harus mengambil
segala langkah vang perlu untuk menjamin hak atas pangan,
apakah ini berarti bahwa pemerintah harus memben makan
semua orang? Dukungan terhadap hak ini dapar diberikan
dalam beberapa tingkat. Salah satu usulan mengkateporikan
bentuk dukungan ke dalam empat jenis, menghormati,
melindungi, memfasilitasi dan memenuhi

Menghormari - Dukungan semacam ini hanva menuntut
agar negara tidak campur tangan. Jadi, selain menghormati
hak politik warga dan kebebasan berpendapat, negara
Indonesia juga hares menghormat hak atas milik, misalnya
saja, agar memungkinkan warga untuk berusaha memenuhi
kebumhannya sendiri. Berdasarkan ini Indonesia telah
mengambil langkah-langkah maju vang berarti dengan
mengadakan sejumlah pembaruan demokratis dan
menyingkirkan militer dari kegiatan ekonomi secara bertahap
dan tems-menerns.

Melindungt — Pada saat yang sama negara juga harus
menghentikan tindakan pihak-pihak vang menindas hak-hak
warga lainmya, Dan sisi ini kinerja Indonesia dapar dipandang
tidak terfalu mengesankan karena baik sistem hukum maupun
kepolisian tidak dapat memberikan perlindungan vang
memadai, khususnva terhadap kaum miskin, Korupsi vang
meluas juga menghalangi pembernian perdindungan karena
orang kava yang dapat membavar dengan sendirinya akan
memperoleh perlindungan vang lebih baik

Memfasilitasi — Ini merupakan bentuk intervensi yang
lebih positif = seperti membangun infrastrukiur atau
menyelenggarakan penvuluban-penyuluhan kesehatan
masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas
warga uniuk memperbaiki standar pembangunan manusia
mereka sendirl. i sisiini Indonesia lebih efektif pemerintah
Orde Baru yang sangat terpusat telah menjamin, misalkan
saja, agar jalan-jalan dan jembatan dibangun di tempat-tempat
yang paling membutuhkan

Merrermdii — Ini merupakan pilihan vang paling menuntut
Bentuk pilihan ini mengandaikan adanyva beberapa hal
mendasar sepertt pendidikan dasar dan pelavanan kesehatan
yvang tidak dapat diperoleh oleh mayoritas warga dan pasar.
Dan pada saat krisis, negara dapat juga turun tangan langsung
untuk mencegah agar warga tidak menjadi sangat menderita,
negara menjadi penanggung jawab akhic dari kesejahteraan
warga Pada sisi ini Indonesia di masa-masa yang lalu juga
telah memperlibatkan kinerja vang cukup baik Sekali lagi,
struktur komando ala militer tampaknya sangat cocok untuk
membangun fasilitas-fasilitas kesehatan. Dan selama krisis
ekonomi Pemenntah Indonesia telah furun tangan langsung
untuk melindungi warga dengan menvediakan jaring
pengaman sosial,

Pendekatan berbasis hak

Indonesia sampai sejaubh tertentu telah memenuhi hak-
hak ekonomi dan sosial warzanya  Apa sebenarnya yang
berbeda sehingga kita sekarang harus memikirkan lavanan
publik bukan dan segi kebutehan tetaps dari segi hak — suatu
‘pendekatan berbasis hak™ Walaupun tidak ada definisi tepat
dari pendekatan berbasis hak, ada kesepakatan bahwa
pendekatan ini mengandung beberapa unsur dasar, vang
antara lain meliputi

i, Kesetaraon - Hak-hak asasi manusia dimiliki secara setara
ofeh setiap orang, mulai dari mereka vang tinggal di istana
presiden sampai penduduk desa pedalaman di Papua.
Aspek ini sangat radikal karena berarti pemerintah harus
menvediakan pelayanan dengan standar yang sama di
selumuh negara, tetapi ini juga berguna dalam membuar
pemerintah tetap memberikan perhatian khusus kepada
mereka yang telah terpinggic dan tersisihkan,
Ketidakierpisaban — Unsur inl menegaskan bahwa hak
wang satu tidak dapat didabulukan dari hak lainnya  lni
juga merupakan kondisi vang sulit dipenuhi karena dalam
prakrek banyak orang memiliki skala prionitas — dengan
hak atas pangan vang berada di tempat hampir teratas.

b

3. Siandar inerja - Pendekatan hak® biasanya mengandung
upava menetapkan target-target yvang terukur dan upava
untuk memantau pencapaian target-target ini.  Sebagian
lesar konperensi-konperensi yang diselenggarakan PRE
selama dekade tahun 1990-an, misalkan saja, menetapkan
target-target spesifik vang kemudian digabunghan datam
Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium PBB (UN
Millennium Development CGoals)

4. Partisipasi - Pendekatan hak memben perhatian khusus
tidak hanya pada upaya memenubi hak tetapi juga pada
bagaimana hak-hak ini dipenuhi. Warga harus dapat
berpartisipasi penub dalam menentukan hak dan
menetapkan prioritas-prioritas.

. Pemberdayaan - Tak dapat dibantah ini merupakan salah
satu aspek vang paling kuat - setidaknyva pada tataran
retorik. Orang-orang yvang dapat menuntut hak-haknva
merasa berada dalam posisi yang lebih kuat dan lebih asemf,
Kelompok-kelompok masyvarakat, LSM-LSM dan pihak-
pthak lainnya dapat menggunakan bahasa dan retonka hak
untuk menegaskan posist mereka dan menuntut pemerintah
agar akuntabel,
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Akunrabilitas — Penafsiran paling kuat akan hak asasi
manusia menuntut adanya kemungkinan melakukan
tindakan hukum dalam mengejar pemenuhan hak-hak ing,
Pada prakteknyva, untuk hak-hak ekonomi dan sosial unsar
hkumnya biasanya sangat tidak berarti karena kebanyakan
pegara tidak memiliki perangkat hukum vang mengatur im >
Sampal sejauh tertentu pendekatan hak mengandung unsar
kertindak “seclah-clah” memang ada perangkat hukumnyva.

I3 ECOSOLC {1998},

20 Walan derabann. dalnm kesdom eksinm pemenninh segora momapan dapat diserel ke pengachlan karenn pelanggamn hak sosal dan ckonoms yang parah sebangen pelanggams
tersebat dapat diongenp juga schagni pelasggamn hak sl Jadi. pomenntah suaiu negarn vang gogal mengambel langksh-langkoh vang perle untuk melindungi penduduknya

dun mlekss HIVCATDE dapai aliiuddub teloh melingzor hak =ins hedugp.
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